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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis di Suku 

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota 

Administrasi Jakarta Barat maka diketahui bahwa para pegawai perempuan yang 

melakukan rangkap jabatan dan rangkap tugas dapat bekerja secara professional 

dan masih dapat mengurusi pekerjaan rumah sebagai ibu rumah tangga, istri 

pegawai serta menjadi masyarakat yang baik. Tidak hanya itu, para pegawai 

perempuan yang terikat tiga peran dikarenakan persebaran jumlah pegawai 

berdasarkan jenis kelamin yang tidak merata, sehingga pegawai perempuan yang 

terikat tiga peran justru lebih mendominasi dan harus melaksanakan rangkap 

jabatan dan tugas. Justru, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan 

Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat berhasil dua kali dalam 

memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang merupakan 

penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (PPPA) secara berturut turut dalam tahun tahun terakhir ini. 

Berikut ini adalah kesimpulan yang penulis pertimbangkan berdasarkan teori 

Moser, (1993) yang mencangkup 3 (tiga) peran terhadap pegawai perempuan yang 

melaksanakan rangkap jabatan dan rangkap tugas yaitu :  

1. Pada peran reproduksi para pegawai perempuan yang melaksanakan 

rangkap jabatan dan rangkap tugas di Sudin PPAPP Jakarta Barat sudah 

melakukan peran domestik dan mengimbangi perannya sebagai pegawai di 

kantor dengan baik. Beberapa hal yang sulit dapat mereka atasi dengan 

berbagai upaya strategi seperti management waktu atau berkomunikasi 

melalui ponsel untuk selalu memantau keseharian anak dan berkoordinasi 

dengan pasangan atau anak anak mereka.  

2. Pada peran produksi para pegawai perempuan yang melaksanakan rangkap 

jabatan dan rangkap tugas di Sudin PPAPP Jakarta Barat juga sudah 
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terlaksana dengan baik. Mereka melaksanakannya dengan berbagai upaya 

seperti meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan rekan kerja, 

melaksanakan tanggung jawab seperti berusaha menyelesaikan tugas 

sebelum deadline dan berusaha melaksanakan kinerja mereka secara 

profesional karena merupakan tanggung jawab besar ketika melakukan 

rangkap jabatan dan rangkap tugas ini.  

3. Pada peran sosial para pegawai perempuan yang melaksanakan rangkap 

jabatan dan rangkap tugas di Sudin PPAPP Jakarta Barat tetap bersosialisasi 

sebagaimana mestinya dengan masyarakat. Hal yang dilakukan kebanyakan 

seperti mengikuti pengajian atau arisan. Selain itu, hubungan sosial dengan 

tetangga sekitar juga masih berjalan dengan baik seperti semestinya.  

Melonjaknya tingkat rangkap jabatan dan rangkap tugas yang dilaksanakan oleh 

para pegawai perempuan. Hal ini disebabkan karena persebaran jumlah pegawai 

berdasarkan jenis kelamin yang tidak merata, sehingga pegawai perempuan yang 

terikat tiga peran justru lebih mendominasi dan harus melaksanakan rangkap 

jabatan serta rangkap tugas. Selain itu, pelaksanaan rangkap jabatan dan rangkap 

tugas yang dilakukan oleh pegawai perempuan berdasarkan wawancara yang telah 

dilaksanakan peneliti terdapat dua sisi berbeda yang mereka rasakan. Sisi positifnya 

dapat menambah relasi bahkan edukasi, sedangkan sisi lain yang dirasakan pegawai 

perempuan yaitu beban kerja yang dua kali lipat dari sebelumnya.  

Melalui rangkap jabatan dan rangkap tugas, sisi positif yang para pegawai 

perempuan rasakan yaitu  mereka mendapatkan edukasi serta pengetahuan yang 

lebih meluas. Namun, para pegawai perempuan yang melakukan rangkap jabatan 

dan rangkap tugas juga tidak dapat memungkiri bahwa dengan adanya beban yang 

semakin bertambah, hal ini membuat kinerja mereka harus terbagi menjadi dua 

tempat dalam satu waktu yang bersamaan. Selain itu, diutarakan pula bahwa 

insentif menjadi hal yang perlu dipertimbangkan bagi para pegawai perempuan 

yang merangkap tugas untuk mendukung kegiatan mereka ketika melakukan tugas 

merangkap.  
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Meskipun terikat dengan tiga peran yaitu reproduksi, produksi dan sosial,  para 

pegawai perempuan yang mengemban rangkap jabatan dan rangkap tugas ini tetap 

melaksanakan kinerja mereka dengan profesinal. Melaksanakannya dengan penuh 

rasa tanggung jawab. Maka dari itu, kesejahteraan mereka juga perlu sangat 

diperhatikan. Para pegawai perempuan yang melaksanakan rangkap jabatan dan 

rangkap tugas beradaptasi dengan baik untuk menyeimbangkan antara pekerjaan 

dan urusan keluarga serta bersosialisasi. Walaupun awalnya kesulitan, dengan 

berbagai upaya mereka tetap bersikap profesionalisme dengan melaksanakan tugas 

tugasnya sehingga kinerja mereka tetap beriringan selaras dengan aspek reproduksi 

dan sosial mereka. 

B. Saran  

Berdasarkan uraian kesimpulan yang dijabarkan di atas, maka beberapa saran 

yang dapat peneliti berikan untuk melakukan tindak lanjut atas rangkap jabatan dan 

rangkap tugas pada pegawai perempuan di Sudin PPAPP Jakarta Barat adalah :  

1. Melaksanakan Perencanaan Sumber Daya Manusia, melalui rencana 

strategis jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi kekurangan 

SDM. Menetapkan tujuan yang jelas dan strategi untuk merekrut, 

mengembangkan, dan mempertahankan SDM yang sudah berkualitas.  

2. Fleksibilitas dalam penugasan kepada pegawai yang melaksanakan rangkap 

jabatan dan rangkap tugas. Memastikan bahwa beban kerja dan tanggung 

jawab yang diberikan dapat diatur dengan baik dan tidak melebihi kapasitas 

individu. Sehingga, semua dapat berjalan dengan seimbang termasuk 

kesehatan fisik dan mental para pegawai perempuan yang merangkap 

jabatan dan tugas agar dapat diperhatikan melalui fleksibilitas penugasan.  

3. Memberikan dukungan serta penghargaan yang memadai kepada pegawai 

yang melaksanakan rangkap jabatan dan rangkap tugas, termasuk 

penghargaan dan pengakuan atas kontribusi mereka. Hal ini dilakukan agar 

dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. 
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